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ABSTRAK

Penclitian i bertujuan untuk menggambarkan kepentingan Indonesia Menjahn
Kerjasama dengan Korea Selatan di bidang E-Government. Korea Selatan merupakan salah
negara yang berperan penting dalam hal teknologi khususnya dibidang F-government. Korea
selatan dinilat mempunyar tungkat E-government yang baik di dunia menurut surver PBB
Dari hal tersebut indonesia mempunyai ketertarikan untuk kerjasama dengan Korea Sclatan
di naungi Kementrian PANRB dan MOHAGA untuk Korea Selatan. Kerjasama i1 sudah
dilengkapi dengan Mou dart tahun 2015 — 2018 lalu diperpanjang sampai dengan sekarang
Penelitian in1 didukung dengan menggunakan konsep KJ. Hostli yaitu Kepentingan Nasional
(National Interest). Mectode penelitian yang digunakan adalah metode deskripuf yang
dimana temuan — temuannya tidak dapat dilakukan dengan metode stastistik atau jenis
hitungan Jainnya. Penclitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur,
sepertt buku, jurnal, penelitian. laporan, dokumen, internet, dan berita. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa terdpaat hima kepentingan baik secara langsung maupun tidak
langsung yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan keamanan, kepentingan kesejahteraan,
kepentingan otonomi dan kepentingan prestigious. Hasil dari kepentingan tersebut yang
paling terhhat dart adanya kepentingan tersebut adalah kepentingan otonomi yang dumana
bentuk kerjasama yang dihasilkannya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 mengenai
SPBE.
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ABSTRACT

This study aims to describe Indouesia's iterests in establishing cooperation with South
Korea i the field of E-Government. South Korea 1s a country that plays an important role
n terms of technology, especially in the ficld of E-government South Korea is considered
to have the best Ievel of e-government in the world according to a UN survey. From this,
Indonesia has an interest in cooperating with South Korea under the auspices of the PANRB
Ministry and MOHAGA for South Korea. This collaboration has been completed with Mou
from 2015 - 2018 and then extended until now. This rescarch 1s supported by using the
KJ Hostli concept, namely the National Interest. The research method used 1s a descriptive
method where the findings cannot be carried out by statistical methods or other types of
calculations. This research uses secondary data oblained from literature. such as books.
journals, rescarch, reports, documents, internet, and news. The results of this study mdicate
that there are five interests, both directly and indirectly, namely economic interests, security
interests, welfare interests, autonomy interests and prestigious interests. The result of this
interest that 1s most visible from the existence of this interest is the interest of autonomy,
which 1s the form of cooperation that results from Presidential Regulation Number 95 of
2018 concerning SPBE.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu peluang baru bagi
pemerintah, dengan pemanfaatan teknologi penyelenggaraan sistem pemerintahan bisa lebih
mudah dan mencapai efisiensi , efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kinerja
pemerintahan, yang kemudian dapat mempengaruhi terwujudnya perbaikan pelayanan
pemerintah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikenal Sebagai Electronic
Government atau E-Goverment Di era Globalisasi ini E— Government sudah menjadi hal
wajib untuk digunakan pasalnya banyak aktivitas yang dilakukan menggunakan internet dan
bisa mempermudah kegiatan administrasi yang dilakukan antar masyarakat dan pemerintah
. E — Government merupakan suatu sistem teknologi dan informasi yang dikembang oleh
pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses
informasi dan layanan pemerintah . (Purnamasari, 2019) . Secara umum E- government dapat
didefinisikan sebagai penerapan produk — produk Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang digunakan untuk mendukung administrasi pemerintah.
Adapun jenis ienjis layanan e-government terdiri dari ;
1. Government to Citizen merupakan pelayana penyebaran infotmasi terhadap
masyarakaat,
2. Government to Business meliputi berbagai layanan antar pemerintah dengam
komunitas bisnis, termasuk penyebaran kebijakan peringatana,aturan dan dan

undnag — undang.



3. Government to Employed meliputi layanan yang hanya mencakup pegawai
pemerintah seperti seperti syarakat pelatihan dan pengembangan Sumber daya
manusia (SDM) yang meningkatkan fungsi birokrasi dari hari ke hari dan hubungan
dengan warfa,

4. Government to Government di bagi menjadi menjadi dua yaitu tingkat local atau
domestic dan tingkat internasional layanana ini merupakan suatu transaksi anatar
pemerintah dan dapat dipergunakana sebgai suatu layanana diplomasi internasional.
(Rina, sulandari, & lituhayu, 2018)

Di Indonesia Implementasi pengembangan e-government di Indonesia menghadapi
banyak tantangan baik secara geografi, ekonomi, teknologi, politik dan budaya. Dalam
proses implementasinya, terlihat beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa
implementasi e-government masih lambat dan tidak signifikan, dengan biaya negara yang
tinggi. Perbedaan antar daerah dan duplikasi database membuat data produk pemerintah
kurang dapat diandalkan. Di Indonesia, implementasi e-government masih berada di tengah-
tengah, sehingga konsep dan strategi implementasi e-government perlu diperbaiki.
Implementasi e-governance merupakan salah satu program prioritas reformasi birokrasi
yang merupakan upaya nyata dari Kementerian PAN dan RB yang mendukung pelaksanaan
program prioritas Presiden Joko Widodo dalam hal ini untuk membangun good governance.
EGCC (E-Government Coopration Center) memiliki peran dan misi yang sangat strategis
untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerjasama, berbagi pengalaman
dan informasi serta membahas tahapan implementasi e-government. Pemerintah Indonesia
akan sangat diuntungkan dengan adanya jokowi untuk mempercepat adopsi e-government

di Indonesia.



Didirikan pada Maret 2015, pusat kerjasama ini mengembangkan rencana aksi e-
government, perencana, standarisasi dokumen elektronik dan metode evaluasi e-government
untuk mengukur indeks pengembangan e-government Indonesia.

Menurut Lee Young Suk dari Ministry of interior Korea Selatan menyatakan bahwa ada
3 fase sejarah E-Government di Korea Selatan. Fase pertama di mulai pada tahun 1980
hingga 1990, pada masa itu rencana pelaksanaan E-Government sudah akan dilakukan
ditambah akses internet yang sudah terbangun dengan baik. Fase kedua terjadi akhir tahun
1990 an hingga tahun 2008 , Pemerintah Korea mulai mengembankan sistem dan sumber
daya manusia dan dalam fase ini website resmi telah diluncurkan . Dan Lee menambahkan
fase ketiga terjadi pada tahun 2009 sampai sekarang pemerintah Korea Selatan mulai
mendorong keterkaitan E-Government dengan sistem yang lain , sekitar 20 ribu sistem E-
Government yang sudah diciptakan untuk pelayanan publik. (Korea perlu 20 Tahun Lebih
bangun E-GoV, 2016) . Adapun Indonesia-Korea Selatan menjalin Kerjasama dalam hal E-
Government kedua negara. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut membuat
penulis melakukan analisis lebih lanjut mengenai kepentingan Indonesia menjalin kerjasama
dengan Korea Selatan di bidang E-Government.
1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti berdasarkan paparan diatas
ialah “ bagaimana kepentingan Indonesia kerjasama dengan korea Selatan di bidang E-
Government?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat dan menganalisis bagaimana kepentingan dari Indonesia terhadap
kerjasama dengan Korea Selatan dalam pengembangan E — Government di Indonesia

, dan melihat bagaimana dampak dari adanya E- government di indonesia .



2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan baik untuk data
— data dan informasi yang jelas bagi para akademisi program studi limu Hubungan

Internasional.

1.4. Manfaat Penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut:
1.4.1. Manfaat Teoritis
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menjadi sarana bagi akademis dan
para peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan inspirasi dalam penelitian
terkait kepentingan Indonesia dalam kerjasama dengan Korea Selatan di bidang E —
Government.
1.4.2. Manfaat Praktis
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat untuk atau
instansi terkait sebagai sarana untuk menambah informasi serta menjadi pertimbangan
dalam menentukan Kepentingan Indoensia dalam menjalin kerjsama dengan Korea

Selatan dibidang E-Government.
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